Menimbang

Mengingat

BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 3/ TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan

kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus
dalam  mengembangkan  potensi dirinya, perlu
dilaksanakan Pendidikan inklusif sehingga semua anak
mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan dan
hak asasinya;

. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif

diperlukan pedoman sebagai dasar kebijkan
penyelenggaraannya,;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusif di Kabupaten Lombok Tengah;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);



9.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5507 sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S679);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Inodenesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan
Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan
Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 Nomor 2);



Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L
2.
3.

4.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.

Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalahlembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsurpenyelenggarapemerintahan
daerah.

Dinas adalah Dinas Pendidikan,Kantor Kementerian
Agama, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan
Dinas atau Badan terkait lainnya.

Kepala Dinas atau Badan adalah Kepala Dinas
Pendidikan,Kepala Kantor Agama,Kepala Dinas Sosial,
Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, dan Kepala
Dinas atau Badan terkait lainnya.

Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan
Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada
semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus,
hambatan, dan potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa untuk mengikutiPendidikan atau pembelajaran
dalam satu lingkungan Pendidikan secara Bersama-
sama dengan peserta didik pada umumnya.

Sekolah /Madrasah penyelenggara Pendidikan inklusif
adalah satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas
Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sebagai
penyelenggara Pendidikan yang menyertakan anak
berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran
secara bersama-sama dengan anak-anak lainnya.
Pendidik adalah anggota masyarakat yang berkualifikasi
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan
lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak wusia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah Guru dengan
latar belakang Pendidikan khusus dan/atau memiliki
kualifikasi akademis, atau kompetensi khusus untuk
mendampingi guru di sekolah reguler dalam menangani
kelas yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus.
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Pusat Sumber Pendukung Pendidikan Inklusif atau
Pusat Sumber adalah suatu lembaga, institusi atau
organisasi yang melaksanakan tugas atau fungsi
membantu sekolah/madrasah penyelenggara
Pendidikan inklusif = dan masyarakat dalam
menyelenggarakan Pendidikan inklusif.

Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik
yang mengalami keterbatasan fisik, emosional, mental,
dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau
bakat istimewa.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalahsetiap anak
yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensoris dalam jangka waktu lama dalam
berinteraksi dengan lingkungan dan mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik
dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar.

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas
sekolah /madrasah serta tokoh masyarakat yang peduli
pendidikan.

.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaran pendidikan yang meliputi pengawas
sekolah/madrasah, penilik, pustakawan, laboran,
pengelola satuan pendidikan dan teknisi sumber belajar.
Standar sarana prasarana minimal bagi
sekolah/madrasah penyelenggara Pendidikan inklusif
adalah wukuran minimal sarana prasarana yang
diperlukan oleh tiap satuan Pendidikan untuk dapat
menyelenggarakan Pendidikan inklusif reguler dan
berkesinambungan.

Peta Jalan adalah pedoman perencanaan dan
pelaksanaan lima tahunan untuk perbaikan mutu
pendidikan yang diintegrasikan dengan
perencanaan dan penganggaran rutin di daerah.

Peta Jalan adalah rencana kerja rinci, bertahap dan
berkelanjutan yang menggambarkan tahapan
pengembangan Pendidikan inklusif yang

mengintegrasikan pengembangan literasi dan numerasi
sampai dengan tahun 2021.

Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami dan
menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai
aktifitas, antara lain membaca, melihat, menyimak,
menulis dan berbicara.

Numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk (a)
menggunakan berbagai macam angka dan simbol-
simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk
memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam
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24.

(1)

(2)

konteks kehidupan sehari-hari dan (b) menganalisis
informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk
(grafik, tabel, bagan, dsb.) lalu menggunakan
interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi
dan mengambil keputusan.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya
disebut PKBM adalahlembaga yang dibentuk dan
diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat/
komunitas.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuanisi dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedomanpenyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuanpendidikan
tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan inklusif dimaksudkan
untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta
didik yang memiliki kebutuhan khusus, hambatan dan
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk
mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu
lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan
peserta didik pada umumnya.
Penyelenggaraan Pendidikan inklusif bertujuan untuk:
a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
semua peserta didik yang memiliki kebutuhan
khusus untuk memperoleh layanan Pendidikan
bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya;
b. Mewujudkan layanan Pendidikan yang memfasilitasi
keaneka ragaman dan berlaku adil kepada semua
peserta didik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan inklusif yang
diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

penyelenggaraan

pengembangan dan percepatan

pembinaan

pengawasan dan evaluasi

peran serta dan tanggung jawab masyarakat
penghargaan dan pendanaan.
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(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 4
Penyelenggara Pendidikan inklusif adalah semua
jenjang satuan pendidikan dasar meliputi:
a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
Penetapan satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan
inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Peserta Didik

Pasal 5
Setiap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus
berhak mengikuti Pendidikan atau pembelajaran pada
satuan Pendidikan tertentu sesuai keutuhan dan
kemampuannya
Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
. Semua bentuk ketunaan;
. Hambatan belajar atau kesulitan belajar;
Autis;
. Epilepsy;
. Memiliki gangguan motoric
Korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan
zat adiktif lainnya (NAPZA);
. Memiliki lebih dari satu kebutuhan/hambatan
.Memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa
i. Masalah sosial dan ekonomi;
j. Korban kekerasan; dan
k. Korban bencana alam dan/atau bencana sosial
Krieteria peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan oleh lembaga atau ahli dalam bidang
tersebut;
Peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus yang
belum memungkinkan mendapatkan layanan
pendidikan pada satuan Pendidikan penyelenggara
Pendidikan inklusif dan atas saran ahli dapat mengikuti
pendidikan pada satuan pendidikan luar biasa.

O A0 DP
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Bagian Ketiga
Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Pasal 6

(1) Setiap satuan Pendidikan yang menyelenggarakan

Pendidikan inklusif harus didukung pendidik dan tenaga
kependidikan yang memiliki kompetensi Pendidikan
inklusif;

(2) Pendidik dan Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud

ayat (1) mempunyai tugas utama mendidik, mengajar,



membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan
mengevaluasi peserta didik pada satuan Pendidikan
penyelenggara Pendidikan inklusif;

(3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana
dimaksud ayat (1) meliputi guru kelas, guru mata
pelajaran dan bimbingan dan konseling;

(4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana
dimaksud ayat (3) harus:

a. Menyusun rencana program pembimbingan bersama
guru kelas dan guru mata pelajaran;

b. Melaksanakan program pembimbingan bersama
guru kelas dan atau guru mata pelajaran;

c. Melaksanakan evaluasi program pembelajaran
Bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan

profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam

penyelenggaraan Pendidikan inklusif, Pemerintah Daerah
dapat:

(1) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, bimbingan
teknis dan pendampingan atau kegiatan lainnya yang
sesuai kebutuhan secara sistematis dan
berskesinambungan;

(2) Membentuk gugus inklusif atau pusat sumbersebagai
wadah berbagai pengetahuan, pengalaman, dan
keterampilan bagi guru kelas, guru mata pelajaran dan
guru pembimbung khusus tentang pembelajaran
inklusif;

(3) Memfasilitasi kegiatan guru kunjung dari sekolah luar
biasa ke gugus inklusif atau ke sekolah penyelenggara
Pendidikan inklusif

(4) Memfasilitasi peningkatan kualifikasi bagi guru kelas,
guru mata pelajaran untuk melanjutkan pendidikan ke
program Pendidikan inklusif.

Bagian Keempat
Kurikulum

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif
menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di
sekolah umum,;

(2) Memperhatikan keragaman kebutuhan peserta
didiksekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat
melakukan penyelarasan kurikulum reguler
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Penyelarasan kurikulum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Tim pengembang kurikulum
tingkat sekolah.
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Pasal G
Proses pembelaiaran di satuan Pendidikan
penvelengeara Pendidikan inkiusif merupakan tugas
dan tanggung iawab guru kelas dan guru mata
pelajaran;

i
[oY
et

{2} Pembelaiaran di ;gz‘i? n Pendidikan penye ele nggara

pem‘oeiajarmz vang gisesnaikan dengan iiarakteﬁsﬁk

Pasal 10

{1} Penilaian hasil belgjar bagi peserta didik pendidikan
inklusif mengacu pada kurikulum wyang diterapkan
masing-masing sekolah;

(2] Peserta didik berkebutuhan khusus dan mengikuti
pembelaiaran berdasarkan kuriltulum yang
dekembangkan di bawah standar nasional Pendidikan
dapat mengikut ujian yang diselenggarakan oleh
satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif;

{3] Mekanisme ujian dan kompetensi yang diujikan bagi
peserta qdidik berkebutuhan khusus sebagaimana
dimsksud pads syaf {2 dapat disesuikan dengan
karakteristik dan kemampuan peserta didik;

{4) Peserta didik berkebutuhan vang dinyatakan lulus ujian
sesuai dengan standar nasicnal Pendidikan berhak
mendapatkan surat tanda tamat Dbelzgjar yvang
disamakan dengan surat tands tamat belajar peserta
didik pada umumnya;

(S} Surat tanda tamat belajar bagi peserta didik
berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud ayat (4]
dapat diganak,dn sebagai dasar untuk me@anjutkaﬁ

f’enﬁiéz; n ke 1emaﬂg yang _2___3‘3 i_:’:é.”i “sﬂsk EEEQ

maupun satuan ?enmcip{&n fﬂgzﬁaz: yang
_____Lungm% untuk memberikan layanan

pembelajaran disesuaikan dengan kebuituhan dan

kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus.
Bagian Keiima

Tanggung Jawab Pemeriniah Daerah

b

Pasal 11
Bupat sssual dengan kewenangannys w8t m;a;‘m

i. Terselenggaranva Fendidikan inkiusii sesuai dengan
kebutuhan peseriz didik pada setap seliap jeniang

Pendidikan:
2. ?e*sa&zﬁmfa ;;e*zézém dan tenaga kependidikan,
rmenbdenlde o 2 d=n ftsnizss
F‘—az;ﬂ-wﬁ-};;—:;ﬂ-}:v SEESs s s ]

kependidikan ?ﬁﬁ{iiam inkiusif;
3. Tersedisnyve sarana prasarans Pendidikan  inklusif
ﬁzﬁé" satiian Pendidikan }?aft-ﬁ teiah ditetanban sehaoad

penyelenggara Pendidikan inkiusif;

4. Tersedianva pembigyaan urrfiic mendulung
terselenggaranva Pendidikan inklusil 4i tiap satuan
Pendidikan  vang  ielah  ditetapkan sebagai

smaavral ey S ?ﬂ\“ 45‘;; T ;n!.—'gﬁg’f



Pasal 12

Untuk menjamin penyelenggaraan Pendidikan inklusif
secara sistematis dan berkesinambungan, Bupati harus:

(1) Menetapkan pencapaian Pendidikan inklusif sebagai
salah satu indikator pokok dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

(2) Menugaskan OPDdan atau Lembaga terkait tingkat
daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk menetapkan
indikator pencapaian pendidikan inklusif dalam
Rencana Strategis (Renstra) masing-masing;

(3) Menugaskan OPD dan atau Lembaga terkait
melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan
fungsinya untuk mendukung pencapaian tujuan
penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BABV
PENGEMBANGAN DAN PERCEPATAN
Pasal 13

Untuk mendukung pengembangan dan percepatan
penyedian layanan Pendidikan inklusif secara merata dan
bermutu,disusun Peta Jalan Pendidikan Inklusif sebagai
berikut:

1. Penyusunan Peta Jalan Pendidikan Inklusif
dimaksudkan sebagai dasar dan/atau acuan dalam
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi program dan kegiatan pendidikan inklusif
dalam mengintegrasikan pengembangan literasi dan
numerasi di Kabupaten Lombok Tengah;

2. Peta Jalan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai acuan oleh OPD terkait
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Periode pelaksanaan Peta Jalan Pendidikan Inklusif
sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Tahun 2019 -
2021 dan bila dipandang perlu dapat diperpanjang pada
periode selanjutnya;

4. Pelaksanaan Peta Jalan Pendidikan Inklusif dengan
segala aspek yang ada di dalamnya diuraikan lebih detil
dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya;

5. Pembentukan dan penugasan kelompok kerja (Pokja)
Pendidikan Inklusif sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari pelaksanaan Peta Jalan Pendidikan
Inklusif ini diatur dengan Keputusan Bupati;

6. Peta Jalan Pendidikan Inklusif adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.



¢h)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

BAB VI

PERAN SERTA DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT
Pasal 14

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pendidikan
Inklusif meliputi peran serta perseorangan, kelompok,
keluarga, organisasi profesi, pengusaha, Yayasan dan
organisasi kemasyarakatan lainnya;

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1)
dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan
diantaranya: penyedian lembaga pendidikan atau
sarana belajar, penyedian tenaga ahli/professional
terkait, menjadi relawan sebagai guru pembimbing
khusus, bantuan pembiayaan, sosiolisasi dan
penyadaran masyarakat, pendataan dan advokasi
kebijakan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaanpenidikan inklusif;

Bagi keluarga dan atau kelompok masyarakat yang
memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK) bertanggung
jawab mendaftarkan dan atau memfasilitasi tersedianya
layanan Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan bagi setiap anak dimaksud;

Bagi keluarga dan atau kelompok masyarakat yang
mengabaikan atau mengakibatkan seorang anak atau
beberapa anak berkebetuhan khusus tidak
mendapatkan layanan pendidikan sesuai kebutuhan
dan kemampuannya, dapat dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 15

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pendidikan inklusif;

Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan
Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian
Agama dan OPD terkait lainnya yang terlibat dalam
Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan inklusif;

Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan inklusif
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian
Agama dan OPD terkait lainnya yang terlibat dalam
Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan inklusif.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Pendidikan inklusif pada satuan Pendidikan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari
Anggaran Pemerintah  Pusat, Pemerintah Provinsi,



Pemerintah Kabupaten, bantuan dari orang tua/wali
peserta didik dan sumber lainnva vang sah dan tidak
mengikat sesuai ketentuan peratiiran perundangan.

(2} Pembiavaan Pendidikan inklusif pada satuan
Pendidikan yang dJiscienggarakan o©ic€h masyarakat
bersumber dari pihak penyelenggara orang tua peserta
jidik, Pemeriniah Puszi, Pemerinizh Provinsi,
Pemerintah Kabupaten dan sumber pembiavaan lainnya
vang sah, sesuai ketentuan peraturan perundangan.

PENGIIARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Passl 17
agidik, guru, kepala sekolah atau satuan Pendidikan
penyeiengeara Pendiditan nidusi yang berpresiasi
dan berkomitmen terhadap peningkatan mutu
lavanan Pendidikan inklusif;

{2} Bupati memberikan penghargaan kepada masvarakat
atau pihak-pihak yang memiliki perhatian, dukungan
dan peran lainoya dalam pengembangan dan
pemerataan layanan Pendidiltan inkhusif,

Pasal 18

{1} Bupath dzpat memberikan sSankst administrabi
kepada satuan Pendidikan dan ztau pihak Izinnya
baik persecrangan atau secara bersama-sama vang
tidak melaksanakan iugas / kewsitban sebagaimana
diatur dalam pasal 6.

{2} Sanksi adpunistrative sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dapat berupa:
a. Teguran tertulis;

Yy Doasvolbsasilioss ol-difice Fuogt wbyepes  DPasrdidiieroe
= 5‘;{:‘.{;; =5z =3t TEE S;ﬁg‘:‘ s._.-i.xd, T HETT

L5, TTEE =

¢. Pemberhentian bag pendidik  atau Tenaga
Kependidikan;
{3) Sanksi untuk satuan Pendidikan diberikan setfelah

Dinags Pendidikan dan ziau EKemenierian Agama

melakukan pembinaan.

BAB X
KETENTLUAN PENUTLP
Passiis

Pedoman pelaksanaan peraturan ini diatur lebih lanjut
dengsn pedornsm teknis operssionst



Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Tengah

Ditetapkan di Praya,
A NSO _}\ 27 —

Diundangkan di Praya,
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H.NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN
2019 NOMOR



Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor

: Tahun 2019
Tanggal : Tahun 2019
Tentang : Penyelenggaraan Pendidikan Inkiusif Di

Kabupaten Lombok Tengah

_.abhbaa

PETA JALAN PENDIDIKAN INKLUSIF KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
2018 - 2021
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HATA PENGANTAR

Pendidikan inkiusif di Kabupaten Lombok Tengah secars masif teizh dilaksanakan sejak
g“s: 2012 vaﬂi saszi é'@ﬁ&ﬁﬁk&fﬁif& Lombok '*"“f";&i‘ éi}dﬁczi Kzbupaien

Eaobsirdauanas aasls iosread “?-;3% sorale s TOL 1z

;:ts:;:-t--:.-.‘.ayv.-n-",- e 53 TIPS AR F

Sejak saai éfu geﬁi_,_, %ew ﬁe':{isssxsr: innkdeesd %%31 s:is;séaieks-‘% m%siss ?sestsagss
Pandidikan %}kﬁss L&ﬁgﬁ*% Qg;gs F’e&a@sﬁaﬁ Pengoisan £ Assessment &ﬂ*é Ligia
3ekGiah tenintegrast Posyandy, sosializasl dan prommos! pendidian ks, pembangunan
pusat sumber, kursus singkst di ausirgiia, kerasama dengan UNESA Surabaya tentang
program kewenangan tambahan bagi guru reguler, peningkatan kapasitas pengelola
pendidikan inklusi, peningkatan kapssitas pusat sumber dan guru kuniung, Pelatihan

o L

Pengembangan Pusal Sumber, Guru Kunjung.

ll!

Seteiah berjalan iebih dari Hma ishun berbagai hambatan dan ianisngan masih
memerlukan penanganan vang iebih maksimal terulamaz pelibsian OPD lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaien Lombok Tengah untuk iebih bersinergi dengan Dinas
Pendidkan dalam mwemuledhan Pendidikan Inklus? vang merales, bermudu dan
berkeadalian sesuail dengan iujuan pendidikan uniuk semua dalam SDGs, yailu pada
tahun 2030, menjamin bzshwa semua anzk perempuan dan laki-aki menyelesaikan
pendidikan dasar dan mensngah ianps dipungid blays, sslars, dan berkusiiias, yvang
mengarah pacs Capaian pembsisiann yang reievan dan siekll

Penyusunan Peia Jalan Pendidikan Inklusif Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018-2021
diharapkan akan acuan bagi Pemerintah Daersh, DPRD, Dinas Pendidikan, Satuan
Pencidikan dan pemangku kepsniingan lain dalam menvusun ishsosn perencanaan
pengembangan program Werael dan numersei di Kahungien | ambok Tengah Tahun 2018-
2021 ssriz ssbagsl scuan unfuk memctilisasl berbagsl sumberdays pendidiken unfuk
peningkatan mulu pendidikan khususnys Pendidikan Inklusi dalam konisks pembangunan
Kabupaten Lombok Tengah.

Sumbang Safen uniuk pSbaiken dokumen W pads Ehuniahun beikulnys sangatish

diharapkan sehingga diperoleh dokumen yang berkualitas ssbagai dasar perencanaan
{ahun berikutnya.



aty

[
w

Ly

BAR VIl PERUTUP... ..o minmmssamuse iisonsniniisin 558 s s s sasniinss

PENDAHIULUAN
21 iztar Belokans i
1.2 #aksud dan Tuluan
14 DesarHoeloen » .

ANALISIS LAYANAN PENDIDIKAN  .......occccccvvccvvsmsnsmssssrssssssssssssmssssssassasonssss

A  Pendidikan Dasay

I

%]

.2 Pendidikan Inkiusif ; ; e
2.3 Gugus Pendidikan inkiusif
2.4 Pencapszian indikator Pendidikan .

25 Pencaosisn indikaior Lileras! 4an BUmerasl ...ccvccrcsvsvevcsscnns
28 lsuiey Siraledis Poadidilan Inldusif ieeiesissisesssiseieessssisssseasies
ViSI MiS! TUIUAN DAN SASARAN

s T T
3.2, Misi SRR
3.3, Tuiuan dan Sasaran
STRATEGIIMPLEMENTASE e i s A e R R A A S SRR

4.1. Sinerg Antar Program P SYR PR  H— ’

4.2. HMiobilisasi Sumber Dava S—

4.3, Penguatan KelembBagass ...cccccccmcmomemssmimmmiss
RENCANA AKS! PR T e
5.1. Capaian Kinerig Pendidikan inkiusif

5.2. Tahapan Strategl Targel dan Indlka

B5.3. KeGislan PHOMES  ..ocoorveecnvrercmsrmirsissesesssssssssssssssnssonss

B e

e
&
&
.
i
;%“
Jl
&'
po ]

£ A sea
54, RenCans ANGOSISN  .ooovviiiiriisirssomsisesisaiiissssrsssnsssssssnsessins

KEI EMBAGAAN dan REGULASY :
£21 Kslomonk ¥eds Pendidiean Inklier

6.2 Reguiasi  ......... U —— o R

..............................................

Frrrzzrarsar

i

U T » T S o - N A 3

=Y [ESEY
SO L < B ¢

o

ot
w

ik
ad

» &

bl
0o~

(

oo



1.1

BAB i
PENDAHULUAN

Latar Beiskang

Hasil penilaian kemampuan membacs (literasi) dan berhitung {numerasi}

siswa kelas awa!l vang dilakukan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik)

Kemdikbud dan Indonesian National Assessment Program (INAP} tahun

2016 menunjukan hasil sebagai berikut:

1). Dari 10 kabupaten/kota, kemampuan membaca (iiterasi) siswa keias
awal di Kabupaten Lombok Tengah berada pada urutan kstujuh dengan
skor 427, Skor ini lebih finggi dua point dibanding dengan rate-rata skor
Provinsi tetapi masih lebih rendah 73 point jika dibandingkan dengan
rata-rata skor nasional yang mencapai 500

2). Dari 10 kabupaien/koia, kemampuan berhitung (numerasi) siswa kelas
awal di Ksbupaten lombok Tengah berada pada wurulan keempat
dengan skor 461. Skor ini lebih tinggi 17 point dibanding dengan rata-
rata skor Provinsi tetapi masih lebih rendah 39 point jika dibandingkan
dengan rata-rata skor nasional yang mencapai 500.

Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa keias awal SD di

Lombok Tengah ini berkorelasi dengan masih rendahnya kompetensi gury

SD di Kabupaten Lombok Tengah, Hasii uii kompetensi guru tahun 2017

menunjukan bahwa guru-gury 8D di Lombok Tengah berada pada urutan

ketujuh dari sepuluh kabupaten/kota yang ada dengan nilai 50,54, Haslil ini di

bawah nilai ratarata provinsi yaitu 50,83 dan di bawah nilai rafa-rata nasional

sebesar 54,33. Jika masaiah literasi dan numerasi fersebut fidak tertangani
dengan baik akan berdampak kepada meningkatnya angka menguiang kelas,
meningkatnya angka putus sekolah dan rendahnya angka fransisi sekoiah.

Masalah iainnya adaiah masih banyaknya anak berkebutuhan khusus yang

belum tertampung di sekolah juga memeriukan perhatian dan penangan

khusus. Berdasarkan datz Dinas Sosial pada Tahun 2017 terdapat 298 (dua
ratus sembilan puiubh delapan) anak berkebutuhan khusus yang belum
tertampung di bangku sekolah.

Dilatarbelakangi permasalahan fersebut diatas, Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah yang telah mendekiarasikan diri sebagai Kabupaten
Penyelenggara Pendidikan Inkiusif dan terus berikhtiar untuk mempercepat,
seria meningkaikan kuaniitas dan kuglilas penyelenggaraan pendidikan
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1.3

1.4

inkiusif melalui penvusunan Peia Jaian Pendidikan inkiusif fokus kepada

Literasi dan Numerasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018-2021.

Maksud, Tuiuan

1. RMaksud
Penyusunan Peia Jalan Pendidikan inkiusi Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2019-2021 dimaksudkan sebagai saish salu  dokumen
perencanaan {entang program literasi dan numerasi

2. Tujuan
Penyusunan Peta Jalan Pendidikan Inklusi Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2019-2021 bertujuan:

1} Sebaga acuan bagi Pemerintah Dasrah, DPRD, Dinas
Pendidikan, Sstuan Pendidikan dan pemangky kepentingan lain
dalam menyusun tahapan perencanaan psngembangan program
literasi dan numerasi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018-
2021,

2) Sebagai zcuan untuk memobilisasi berbagali sumberdaya
pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan dalam konteks
pembangunan Kabupaten Lombok Tengah

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Peia Jaian Pendidikan inkiusi Kabupaten Lombok

Tengah Tahun 2018-2021 ini adalah fokus kepada literasi dan numerasi.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 828 Tahun 1558 tentang Pembentukan Daerah-
Daerzh Tingkat i Dalam Wilayah Dasrah-Dasrah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat Dan Nusz Tenggara Timur {Lembaran Negara Tahun
1858 Nomeor 122, Tambsahan Lembaran Negara Nomor 1855});

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 fentang Sistem Perancanaan
Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasiona! {Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4031);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniah Daerah
{(Lembaran Negarza Republik indonssia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Repubilik indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabifitas {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2018 Nomor 89)
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10.

Peraturan Pemeriniah Republik indonesia Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah {lembaran Negars
Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 21)

Peraturan Pemerintah Republik Indonssia Nomor 17 Tahun 2010
Teniang Pengeiciaan dan Penysienggarazan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 23)

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 13 Tahun 2015
Tentang Perubshan Kedua Alas Peraturan Pemerinigh Nomor 18
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara
Repubiik indonasia Tahun 2015 Nomor 45)

Peraturan Menieri Pendidikan MNasional Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inkiusif Bagi Peseria Didik yang
Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/aiau Bakat
istimewa

Peraturan Daerah Nomor 2 fshun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Ksabupaten Lombok Tengah
Tahun 2018 Nomor 2).

Peraturan Daersh Nomor 6 Tahun 20186 tentang Pembeniukan dan
Susunan Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Tengah tahun 2016 Nomor 8).

Peraturan Bupsti Lombok Tengsh Nomor 28 Tghun 2012 Teniang
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Peraturan Bupafi Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.



Sebeium menguraikan tentang capaian layanan pendidikan & Ksbupsaien
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Lombok Tengah khususnya Pendidikan inklusl, feriebih dahulu digambarkan

fmanmdmaa  Lmmadind aafisme  mesmeliafiloa . =i 5 smdmm e
ieniang Kondis! ssfuan oendidian dosar dan sskoian penysiengoeis

pendidikan inkiusif, serta gugus pendidikan inkiusif,

b
ik
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Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengstshuan
dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar vang diperiukan dalam
masyarakat, seria mempersiapkan peseria didik unfuk mengikuti
pendidikan menengah. Pendidikan dasar dise;eaggas‘akan uniuk
masyarakat berupa pengembaﬂgan s%kagi, peage&ahaan dan
keterampilan gasar. Data pendidikan dasar yang disaiikan adalsh data
Sekolzh Dasar (80) dan Sekolsh Menengah Periama (EMPL
1). Sekoiah Dasar
Berdasarkan daia pokok pendidikan tshun 2017 jumish SD 4
Kabupaien Lombok Tengeh sebanyak 587 S0, dengan ringian 575

S0 Moneasl doe 37 S Qumade  Lisal=h

sebanyak 3.930 rombel. Jumiah ruang kelas 3.768 ruang, dengan

rincian kondisi baik 775 ruang, rusak ringan dan rusak berat 1.004

] 35 388 ="§=1.=v.-

ruang. Jumizh porousiakaan ssbanvak 488 dangan rincian kondisi
baik 135 unit, rusak ringan 275 unit dan rusak berat 58 unit,

Untuk menuniang keheﬁsasﬁaﬁ proses belaiar mengajar bagi
88.741 orang siswa, fersedia gury sebanvak 5,710 orang ferdir

puss miiiess 5 sz 20 5 P =22 aa 5 Y &1
2.78C orang oury bersistis PHE dan 2820 gy Gorsistus Mo

PNS. Dengan melihat jumish siswa dan guru dapat dikatakan
bahwa rasic siswa terhadap guru SO di Lombok Tengah adaiah 16
orang siswa per guru.

Hal ini berart telah cukup sesusi karena menwut Peraturan
Pemerintah MNomor 74 Tahun 2008 ientang GCuru Pasal 17
mensiapkan bahwa guru feiap SO pemegang seriifikat gendidék

barhal mendianstisn -m‘eaq-z% 5 orodesd gsj;,-aimi; HenGs

SERRAT T ST e F

pendidikan yang rasic minimal jumizh peseria didik zemadap
gurunya adaiah 201



2). Sekolah Menengah Perfama (S
g8

erdasarkan data pokok pendidikan fghun 2017 umiah umiah

SMP di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 168 SMP, dengan
rincian 82 SMP Negeri dan 80 SMP Swasias. Jumish rombongan

FrismTise mrmsimtadim ee mmbemec el AL saemlt Ao =lemate e o it
ruang, Poipusisisan ssbanysx 108 usl Congsn nngan wondss

baik 30 unit, rusak ringan 52 unit dan rusak berat 26 unit.

Untuk menunigng ksberhasilan proses belalar mengsiar bagl
’5.480 corang siswa, fersedia guru sebanyak Z.47C orang terdin
1.048 orang guru bersiatus PNS dan 1421 gury bersiatus Non
PNS. Dengan melihat jumish siswa dan gury dapat dikatakan

bahwa rasic sisws terhadap gurny SMP di Lombok Tengah adaiah

i

4 mrmemos smimissm smeme smsaswes md Inmi fmemet! semele A4 miiadels maaleies
T SeigEiTy Sfevvis ;e%% ‘g?.é%%;, TR uB Serati 1350 $: = PORASRAILS

FEIRAEET . TenSinas

bahkan sangat jauh dari norma yang seharusnya. Karena menurut
Peraturan Pemerinigh Nomor 74 Tahun 2008 teniang Guru Pasal
17 meneiapkan bshwa guru felap SMP afau yang sederajat
pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan funiangan

.....

iumiah peseris didik terhadap gurunys adaiah 2001,

Pendidikan Inkiusif
Pendidikan inkiusif adalah sislem penyelenggaraan pendidikan vang

kelainan dan memiiiki potensi kecerdasan dan ziau bakat istimewa
untuk mengikuti pendidikan atau pembelaiaran dalam satu lingkungan
pendidikan secara bersama-sama dengan peseria didik pada umumnya.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tenlang Sistem Pendidikan
Nasional, Pasal 5 ayat {1} menegaskan “ssfiap warga negara
mempunyal hak yang sama uniuk memperoleh pendidikan yang
bermuty”. Undang-undang iniish vang meniadi dasar vang kuat ienfang
narlunys pendidikan inkhsedl diengab masyorsist ssbaosl upsys

pemenuhan hak pendidikan bagi warga masyarakat

Pemerniah Habupsten Lombok Tengsh ssigk ishun 2012 tsiah

berikhilar dan berkomiimen untuk memenuhi hak dasar bagi ssliap
penduduk usia sskolah untuk memperoleh skses pendidikan di semua
jenjang. Sampal dengan tshun 2017 jumiah sekoish vyang
menvelenggarakan pendidikan inkiusif adalah sebanvak 138 sskoiah,

- Semomd - Y e : is L
dengan tingian S0 128 ombegs don S840 12 lombags dengen jumish

peserta didik sebanyak 1.387 orang {SD, 1.120 orang dan SMP 267
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A

orang}. Untuk menunjang proses belgjar mengajar bagi peseria didik
yang berkebutuhan khusus ferdapat 79 orang guru pembimbing kKhusus
(GPK}, Guru pembimbing khusus ziau GPK adalab guru yang memiliki
kualifikasifigiar Delskang pendidikan luar bissaz vyang Derfugas

meniembaiani kesulilan ABK dan guru kelas/imape!l dalam proses
pembalaiaran soris melskuken fugas Khusus yang tidak dilskuken oish
guru pads umumnya. Tugas khusus itu adalah tugas yang berkaitan
dengan ksbidunan Khusus ABK

Gugus Pendidikan Inkiusif

Pengembangan gugus dimaksudkan untuk peningkatan kusiitas
pengeizhuan, penguasaan maler ieknik mengaiar, inferaksi gury dan

: = i 1= : 2 5 £
murid, malcde mengsisr, dan iainain yang beriokes oads sencintean

kegiatlan belajar mengajar vang akiif khususnya bagi anak

berkebuiuhan khusus (ABK). Sampai dengan izhun sazt ini terdapat 3

Pujut dan Batukiiang, Jumiah anggota gugus ssbanyak 18 sekoizh.

gugus pendidikan inklusi di 2 Kecamaian, vailu Kecamatan Jongaaf,

Untuk menggambarkan kineria Iavanan Dinas Pendidikan Kabupaten
tombok Tengah, bernkut berbagal capaian indikator pendidikan vang
telah dicapai oleh Kabupaten Lombok Tengah hingga akhir tahun 2017.

vtk

’ = e
Pancanaiay ingdilsioy BEUEN dos Sanstez

Ef—2 b

Dari 8 {enam) target indikator Rensira sampai dengan tshun 2017

atau tshun ke-2 peisksanaan Rensira Dinas Pendidikan rata-rata

pencapaian adaiah ssbagai berikul

1), Indikator PAUD Terakrediiasi iarget 5.89% realisasi 6.92%

2). Indikator capaian sarana dan prasarans pendidikan dasar
sesuat SPM iargel 74 50% reaiisasi 78.27%

3 : s
2} ingizolor consinn PTY sendidian dosar sesusl SPY fargst

z fais . £ i S fAE E&2 T B = s memas
4). Jumigh penduduk Dufz hungf {15-58 Th), targst 8373%%

8) Cakupan ABK vang mendapatkan lavanan pendidikan inkiusif
argset 85,98% resiisasi 85,77,

el



2.5 Pencapaian indikator Literasi dan Numerasi

Berdasarkan hasil penilsian indonssian National Assessment Program

{iINAP} Nusa Tengoara Barst ahun 2018 ferhedap kemampuan

membacs, berhitung dan sains sisws ksias rendah, diketahui bahwa !

1). Dari 10 kabupaienikota, kemampuan membaca (liferasi} siswa
kelas rendab di Ksbuosien Lombok Tengah berads pads uruian
ketujull dengan skor 427. Skor ini lebih tinggl dua point dibanding
dengan raia-raia skor Provinsi telapi masih lebih rendah 73 point
jika dibandingkan dengan raia-ratz skor nasional yang mencapai
500.

2j. Dari 10 kabupaten/kola, kemampuan berhitung {(numerasi) siswa
kelas rendah di Kabupsien Lombok Tengsh berads pads urulan
keempsat dengan skor 461, Skor ind lebih finggt 17 point dibanding
dengan rata-rata skor Provinsi tetapi masih lebih rendsh 32 point
jika dibandingkan dengan ralersia skor nasional yang mencapal
angka 500,

Isu-isu Sirategis Pendidikan Inkiusif, Literasi dan Numerasi
Berdasarkan data dan analisis indikalor capaian lavanan pencidikan isu-
isu strategis terkait dengan program pengembangan pendidikan inkiusif
di Lombok Tengah adalah sebagal berikut

1. HMasih banyak ABK vang belum mendapsatkan layanan pendidikan

)

7

-~

2. Masih rendahnya kemampuan Herasi dan numeras siswa kel

swal tendama di sekoleh nenvelenasara Pendidikan inklugi

2t |

o

Masih rendahnyz kompstensi gury, Kkhusuenya dalam hal
mengdentifikasi dan menvusun siralegl pembeiaiaran bagi anak
berkebufihan khusus

4, Masih ierbaiasnya sarana dan prasans  penysienggaraan
Pendidikan inkiusif dan ierbalasnys aksss anak berksbuluhan
ierhadap layanan Pendidikan,

2, : B drmidnsses ¥ fmismm e oy sgrmwembramd. 4y L TS - E S try
£ Haasih rengshoes oortisinegs! masyarskst iokoh agams  iokoh

masyarakat, dunia usaha, dan organisasi social masyarakat dalam

3

penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusi
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VISE RIS TUJUAN DA

1. Visi
Sebagaimana visi Bupali dan Wakil
pendidikan
Masyarakat
fersebut d

sosial, kecardasan

mengedspankan keadilan dan keselarasn gender’,

Wi

ey
Waiiin

inkius# Kgbupasien Lombeok Tengah adsiah
kat | ombok Tengah Yang Beriman, Ssizhiera dan Barmuly”.

dan kessshaian

N SASARAN,

Bupaii Lombok Tengsh, visi peta jaian

*Terwujudnva

iudkan ke dalam misi “meningkatkan
masvarakat dengs

Rfisi ini menskankan

pada pentingnva peningkalan asksssibililas dan kuslilas psiayanan sosial

dasar guna meningkatkan kualilas pendidikan dan iferwujudnya sisiem

pendid
dan berdaya saing secara gicbal.

- = e sr=
Tuiuan den sasaren

Unfuk mewuiudkan vist dan misi &

3 s e

ucuk usia S

tanpas diskriminasi,

zn nasiona! ¢ Kabupslen Lombok Tengah yang merais, berkeadian

srsebuf, Dinas Pendidikan mensiapkan
1k mencapai pendidikan yang berkualitas bagi semua

fermasuk di dalamnya

memberikan lavanan vang berkuaiiias bagi anak-anak berkebuiuhan khusus

ssiama

TUSA

kurun wakty 2019-2021 antara iain sebagal berikut

M DAN SASARAN

PE?%G;%@BAS\&GQQ PENDIDIKAN INKLUSIF

i‘;?ﬁiﬁli =

TEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2018 - 2021

EES

SASARAN 2021

- Meningkafnya jumiah ﬁEE{
menisnEm e P

Jumish ABK usia sekoish isniang SD/AM
yang mengaxses iayanan pendidikan
mencapai 80%

[V

| Meningkainva kemamouan Herasi uas:
numerasi sisws keias awsl terulama

sskolah penvelenggars Pendidikan %ﬁkiﬁ‘?-%f

| Nilal raia-rais lleras] siswa kelas awal di

| sskolah penyelenggara Pendidikan inkiusif
masuk 5 besar dan nilal rata-raia numeras!
masuk 3 besar NiB

;%é;%@;ﬁs?;*,:éfg kamomaucon oandidik dan
= kspendicikan dalem
m@ﬁg_?ﬁ‘iﬁﬁ,&r dan menangani anak

| berkebutuhan khusus

==
serEsn

i

| Jumizsh pendidik dan tenaga kependidikan

| yang memiliki kemampuan mengidentifikasi
| den menangani anak berkebuiuhan kKhusus

- Meningksinys kusliias dan kusiiias sarans
: dan arasanz penyelenagaraan Pendl
§ﬁ5§§i§5¥§

Semusz satuan pendidikan penyelenggara
pendidikan inklusif memenuhi standar

| sarpras penyesienggaraan Pendidikan

| inkiusif

E %faemﬁgxaiﬁya pariisipasi masyarakat dalam |

| Pendidikas mkiusi

gamua saiﬁau nenzﬁéd%%:ar ;ﬁﬁ;&-‘*&rsggafa

P

| %e;}amadeﬁgaﬁ .fs%'}”akm
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TUJUAN

SASARAN 2021

| Meningkatnya jumiah ABK yang

 Jumiah ABK usia sekolah jenjang SO/MI

b - i yang mengakses iayanan pendidikan
mendapztian lgvanan Pendidikan : b ’
dapatkan lavanan icdiks 50%
5 | Adanya regulasi daersh sebagal pavung Terbitnye Peraturan Daerah fentang

hukum penyelencaaraan Pendidikan

| penyelenggaraen Pendidikan
i
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BAB IV
STRATEGI IMPLEMENTASI

Sinergi Antar Program

Uniuk mencapai tuluan dan sasaran pengembangan pendidikan inkiusi yvang
berkusliias dissrlvken sinorgisiiss orogram don kegislen sidsr OFD yang
memiliki keterkailan dan ifanggungiawsb baik langsung maupun fidak
iangsung dslam implementasi pendidikan inkiusif Sinergitas dimaksud
meliputi koordinasi orogram dan anggaran, seriz pengualan kerjasama dalam
pelaksangan program  pengembangan dan  peningkatan  mufy
penyelenggaran Pendidikan inkiusif. Misainya, Dinas Kesshatan melalui
kegiaian Posyandu Ilebih dini dapat mendsieksi ieniang anak-anzk

Lavlrmincgfifame Lidusimiim simiom fnelid. Fiim=e zmsi=m! sa=l=ld Lami=dg mom ot et ]
borkaluduhas Shumie wais halita [Mass somisl malslhd s=mah EERCEEEh

FKADK, Dinas Perpustakaan melalui pengadaan buku bacsan kKhususnva
buky bacazn bagi enak-anak ABK Dinas PU dalam penvediaan faiiias bagi

ABK seriz Dinas Perhubungan dalam penyediaan rambu-ramu [alu linfas bagl

Mobilizael Sumber Daya
Seiak Tahun 2017 telzh diskukan berhagal upaya dan mobilisas! sumber

dayz baik SO Danz maupun sarans prasans pendukung uniuk percepatan
pengembangan lavanan Pendidien inkiusif vang bermutu seris iebih merais
Ke depan skan dilaksanakan beberapa langksh siralegis, aniara lain:

1.  Penambzhan jumish dan pemorsiaan kelersedion {asiifiaior progra
pengembangan pendidikan inkiusi ke semua gugus

2. Peningkatan kompsisnsi dan pemanfastan f{asiilsior program
pendidikan inkiusd

3. Perluasan dan pemerataan jumish sekolah penvelsnggara Pendidikan

4. Penambszahan jumiah gugus dan pusat sumber Pendidikan inkdusif
Peanambanhan wmiah dan peningkatan kompetensi Guru Pambimbing
Khusus (GPK)

8. Pemerataan dan peningkatan jumiah sarana dan prasarana pendukung
uniuk periuasaan akses dan muiy lavanan pendidikan inkiuslf

7 Dasisabatas Limnizb alad pumi dmomas dasde madoon momaieoma mmomen s dn o om =
FenngRaten jumish 3i0Kes Gane BTNECED YODTeET pengembangan oan

peningkatan kualitas penyelenggaran Pendidikan inklusif



4.3 Penguaian Keiembagaan
1. Pembeniukan Kelompok Kena

Pembantukan kelompok kerz melibatkan OPD iferkail ssperti Dinas

Pendidikan, Dinas Kesshaian, Dinas Sosizl, Dings Perpusiskean dan
Kearsioan, Dinas Perhubungan, Dinas Dukcapll, Dings PUPR, DPMD,
BPZKE, Boglsn Hosrs, dan orgenisas! sosisl masyaisksl Hal o
dimaksudkan urduk memudahkan koordinasi dan memberi ruang bagi
OPD fsrksit dan organisasi sposial masvarskat berkoniribusi melalui

oragram dan kegialan vang meniadi kewenangan masing-masing.

2. Pengustan KKG/Gugus
Pengustan KKG/Gugus dimaksudkan unfuk meningkatkan fungsi dan
kualitas kegiatan vang ééseie%garak&a oieh seifiap gugus sebagai
susst ksoizlen oonsembengsn iofnosionsl surs Heosls sskolsh dan
pengawas. Feningkaian dimaksud, antara isin penguasasn maten,
teknik/imeiode mengajar, inleraksi guru dan mund, dan keterampilan
lainnya dalam peiavanan anak berkebufuhan khusus (ABKL
Penguatan KKG/Gugus dilakukan melalsi beberapa pendekaian antara
lain: peningkatan kualiias sarana dan prasarana, peningkaian kuslitas
orogram dan managameﬂ peng%oiaan gugus dan gy kuniung uniuk
Pendidikan inkiuisif.

3. Pelembagaan Fasilitafor

Sampai Tahun 2018 feigh dilsfh 33 crang guru, kepala sskoish dan
pengawas uniuk meniadi Fasililator Daerah melals program Guru BAIK
dan program SETARA {Pendidikan inklusif). Untuk meningkatkan peran
dan fungsi fasiliiaior ifsrsebui dalam mendukung  keberhasiian
penyelengosiash  orogram pendidikan  nklus¥, msks  dipsvlsks
peiembagaan. Lembaga ini diharapkan menjadi mitra strategis Dinas
Pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan
inkiusif vang iebih merata dan bermufu.
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RENCANA AKEI

Dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan inkiusif yang bermutu dan secara
paralel meningkatkan kugliiss Herast dan numerssi siswe, msks dirancang
bebeions rogiaT don kegislen sisiegis vang shan disksanskan delam beberaps
tehapan ulama. Seliap programvkegiatan diielaskan secara komprehensif yang
mencakup bDsberapa aspsi capsian (basslins)l, rencana programikegiatan,
kriteriafindikator ksherhasian, gprogram dan kegisian grioriias, fargel wakiu
pelaksanaan, dan rencang anggaran.

8.1 Capaian Kinerja Pendigikan Inkiusif
1.

FPendidik dan Tenags Kependidikan

Sampai dengan tshun 2018 jumiah guru pembimbing khusus adalah
sebanyak 79 orang dan guru kunjung sebanyak 38 orang.

Reguiasi

)

Beberapa regulasi yvang felsh dihasikkan untuk  memperkuat

penvelenggarasn Pengdidkan inkiuif di Kabupaien Lombok Tengah

antara lair:

{1} Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 38 Tahun 2016 ientang
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

(2) Kepuiusan Kepala Dinas Pendidiken Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lombok TYengzsh (HNomor Penunigken  Sekolah

Penye§enggara Pendidikan Inklusi Kabupaten Lombok Tengah

{2y Jumizh sekeiah penvelenggara pendigik inklusif telah mencapai
138 sskolah (120 80 dan 18 SMP}
(3} Pusat sumber berjumigh 3 unit (Praya, Prava Barat dan Praya



5.2 Tahapan, Strategi, Target dan indikator Keberhasiian
Tahapan, sirategi, farget dan indikstor keberhasilen dari rencana aksi
diuraikan sebagai berikut.
{1} Tahapan Rencana Aksi
Secara umum  iahepan peleksanzan rencana  akst  percepsian
pengembangan pendidikan inidusif diuraikan sebaga! berikut.

-?engastaﬂdaﬁ;;eﬁerbizan sPerzembangansistem
reguizsi _ kendali den pepjaminan
+Penguatan kelembagasn éan mutu sekolsh/madrasah
dukingas pendanaan penvelenszars oendidiian
=Peningketan sinersitac antar inkiusit

- DOPC & smbsgstariss .  spengembangansistem

sDemingkatan tompstensi BTY informasi dan data terpadu
sekoiah frnadrasah pendidian inidusl
penyeienggars pendidikan sliscain sirsteginariussan
imkiusi gan Rebevianiutan ;m%;&a:
viiy il g’;:;% i Sssmerasi o 5y
prasarane sekolah/madrasah gasn o
F‘Eﬂ@m"& ﬁ?—&ﬁiém : 5@5@%}{ ’%é;ﬁsag‘ ﬁ”wgﬁﬁﬁi‘j’iﬁ
pengembanganitarasigl e ; : geg"g%gw N
sekolah/madrasah dan 5 aiz sPenulisan & publikasi prakiik
maeyarakat i tssizaéaﬁ}%rwmﬁh srﬁp%m‘i%f balx pengembangsn Htersst
,pemm ﬁm pokok dafam ;smgram %Eeraaﬁﬁaﬂ dan numerasidi
mmﬁt ém sisws : éﬁﬁgﬂﬂpﬁ?ﬁi&%ﬁ‘f st penyeienggars nkiusi
berkebutuhan khisus

(2} Strategl Kegiaian, Targei, indikator dan Wiakiu Pelaksanaan

Uniuk mengeiahui fingkat keberhasiian pelaksanaan rencana aksi pada
setiap iahapan sebagaimana disaraikan pada bagian di stas, maks
ditetapkan, kegiatan dan indikator sebagai berikut. _

' Kegiatan arg indikator

, , Keberhasilan £1./%
1 Penguzian Penyusunan 1 Dokumen Perbup meniadi 2619
kebilgkan dan Perhup, Perbup, dasar dan
requias fentang Penvelengaaraan : pedoman
pendidikan inkdusi Fenaidiien imdusit Peomyslengoarsan
Pencitdiusn inkisy :
- Penyusunan 1 Dokumen Juknis | Juknis dijadikan | 2018
- Juknis | - pedoman teknis
Penyelenggaraan  Penyslenggarsan
| Pendidiian inldusif | Pendidikan Inklusif )
2 Pengusten = Pembenhdan Tesbiinya Surst Pokia 2018
kelembagaan Heiompok Kera Kepulusan Bupall | meizksanskan
{Poikial Pendidikan  ienteng Polda | peran den
inkiusif fingkat - Pendidikan Inkiusif fungsinva.
- Pembeniukan Tersedianya 8 | Gugus Infadusif 20182021
Cugus Pendidkan | Gugus Pendidiian | berfungsisecars |
Inkclissif | Irvdcligasf siekiif
! ! r . melaksanakan



Strategi

- Penguatan SOM

Pengembangan
model kugikuius
dan peimbslaaren
secara inidusi

Penguatan
| GUKUNGSn saTans
 dan prassrang

Kegiatan

Panuniukan

Fengidinan inldusif

- Penetapzn

- Sskolah/Madrasah
| Penvelenggars ,
- Pendidikan Iniiusif
| Percordshen

T

Asssssmant ABK
fanntegras

' Pelafinan teniang

=T

- Pendidikan inkdusif

 bagi ABK keoada

 PTK sekolzh

| Pelatinen

e gar

Workehop Inklueif
Terntegrasi
dangan Ltersst
Daszr

P

Kapasitas Gmu
Pombimbing
¥husus dan Guru

?@ﬁmiﬁﬁ*

Pambelaigran dan
ksias Bagt ABK &

. Pembangunan
! Pusat Sumber

_IP_--, -_‘gg;-!i&—"

bacsan anak vang
tﬂﬁf_&f dan

| peisiihan

".Lwﬁfﬁ’ 3GPE
dan Gure Kunkng
| meninokat

- keterampilannva

100 % PTK

¢ 3

.

| Tersedia 1 pusat
| inkdusi di fia

- Sehiagimadrassh

sskaiah
penyelencoara

- Pendicikan inklusif

memiliki minimat 1
berienians inkdusit

indikator
Keberhasilan
Ditetapkan mirfmal | Minimal 2
SekolahMiadrasah |
| rujukan danmodel |
Bagl :
. Sekolah/Madrasah |
?emcﬁam&gx %a:séi?emaaﬁ& :
qaemeﬂz 635&*
%@;@5@"
Minimal 200 orang  PTK yang tsish
PTK ieniang SOAS | mengiiadi pelatihan
| teiah mengikull

i ﬁm%fapkaﬂ hasi

| masig-mesing

EBE %S g kalas
msiods
pambslaaran

ltoragi dasar

secamgﬁus;f

¥ %:s?s(ém Gurus

]

b=

- meiakukan
pendampingan figp
. ABX secara ‘

85% PTK
Perangkat
Pambeiajaran Bag
ABK di Sekolsh
Inklusif

| Pusst Sumber

| ué%.&i:xﬁb&gi

;send%{ﬁksnmk%&s? _
&ﬁum et

20152021

2020-2021

25182021

20625-2024

2018-

| 2019-2021

- 2021

s0i62001



No Strategi

8 Perzg.sa-taﬁ

Kegiatan Target
 Pembuatanramp 200 unit
| pﬁd = Sﬁﬁ'@ Sai! im |
| ekt ihdissf |

rods

e
! faziliizs zaniiss!
- ramazh terhadap

BOSDAdan CSR

indikator Waktu
Keberhasilan
Pembustanramp | 2018-2021
 berfungsi sesusl ,
| ABK i

#Smimai 90% ansk | 201852024

Rencana szksi pengembangan pendidikan inkiusf secarz  gperasional
diiniegrasikan ke dalam program dan kegistan OPD iferkait sesusi lugss dan
funsgsinya. Rincian program dan kegiaian masing-masing OPD yang mendukung

setsTs eTpisan

5.2 HKegiatan Prioritas
kegiatan prioritas Tahun 2018, antara lain

- Prioritas 1

* Penyusunan

Peraturan Bupati

tentang

Penyelenggaraan
Pendidikan inkusif

* Penerbitan Surat
Keputusan Bupati
tentang Kelompaok
Kerja {Pokja)
Pendidikan Inklusif

Prioritas 2

e Penerbitan Surat
Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan
tentang Penetapan
Sekolah tambahan
penyelengeara
Pendidikan inklusit

¢ Penerbitan Surat
Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan
tentang Penetapan
Gugus Pendidikan
inklusif

Prioritas 3

* Penguatan
Sinkronisasi program
antar OPD teknis
terkait

s Penerbitan Kepala
Dinas Pendidikan
tentang
Pembentukan
Musyawarah Kerja
Fasilitator Pendidikan
Inklusif

e Penguatan Kelompok
Kerja Guru di s
pelaksang



54 Rencana Anggaran

Strategi Kegiatan

Pelsiinan  Pengusten Kapasitas  Gur
Pembimbing Khusus dan Guru Kormung

Anggaran

114.250.000

172505000

2750000000



BAB Vi
KELEMBAGAAN dan REGULAS

Pada Tahun 2012 Lombok Tengah telah mendekiarasikan sebagai Kabupaten
Penyelenggara Pendidikan Inidusif. Berdasarkan hasil evaiuasi infernal bahwa
dalam kurun wakiu fima tahun terakhir pelaksanaan pendidikan inkiusi Belum
maksimal, saiah satu facior penyebabnya adaizh karsna peiaksanaan pendidikan
inklusif belum dilaksanakan secara integratif dan holisitic Artinya, pelaksanaan
pendidikan inkiusif belum meiibatkan OPD iain yang memiliki keterkaitan baik
iangsung maupun fidak iangsung. Menjawab masaizh iersebul, maka Peta Jalan
pendidikan inkiusif ini member fuang kepada semus OPD unfuk berkontribusi
dalam upays percepalan pengembangan dan peningkatan mulu lavanan

8.1 Kelompok Keria Pendidikan Inkiusif
Kelompok kerja {Pokia} berfujuan unfuk mengkoordinasikan  dan
mensinergikan semua sumber daya antar OPD dan iembaga jainnya dalam
upaya peningkatan mulu layanan Pendidikan inkiusif Dengan z2danya
berbagai unsur pomangku kepostingas daiEis PUKE, GMSEUREU DIOGLEW
terintegrasi dalam ikhtiar percepatan terwuiudnya penyelenggaraan
pendidikan inkiusif vang mersis, bermutu dan berkesdalian Kabupien Lombok
Tengah. Tugas pokok dan fungsi Kelompok Keris Pendidikan Inklusif
ditetapkan dengan Kepulusan Bupati. Sedangikan OPD lain vang program
dan kegigtannya diharapkan dapat ferintegrasi ke dalam percepatan
senysiengoesan Pensdiian ndssi antss i@

: ;ﬁ::.. Hen 7—‘ qt FENGUT :
2. Wemberi arahan kepada Polja Pendidikan inkiusif
PPRD 1. Pengkoordinacian noncelolnan pondaiagn,
perencanasn dan penganggaran orogram
sendidikan inklus#,

2. Pengkoordinasian kerjasama perencanaandan
pelsksanzan srogram pendidian inklusi baik
antar SKPD staupun antar daersh.

3. Pengloordinacian pencapzian Wineria program

0 paPPEDA 1.




_Fungsi Dalam Kelompok

Eéeéakm m@ mﬁkm@
Asaﬁaﬁsﬁmﬁmam&m




Fungsi Dalam Kelompok

Kelompok Kera Pendidikan {Pokia) inkusi oG gan Tim Pengarah dan Tim
Ksiompok Kerig beserig {ugas pokok dan fungsinys adsish

Teknis, Sirukiur
sebagai berikut:
Tim Pengarah
Hatuz 1. Bupaiiiombok Tengah
Z. Wadd Bupsl Lomibok Tengah
SORES. o stets Dnerah G Lombole Tergh
Anggots

ot o AL S

¥spsaiz Bappada ¥ab ioteng
Kepaia Badan Pengeloila Keuangan
dan Azget Dasrah Kb,

Ketua Komisi IV DPHD Kab Loteng
¥stua Dewan Pendidikan ¥ab Loleng

Tugas

Menberken ashandan difamgan
terhadap petaksanaan orogramikegisian
#eiakulcan supervisi keberhasiian
pelaksanagn gregramﬁ@agtan
Meisioden Wndhiee ks Hisians
unti memperiancar peigksanaan

srogramfegiatan
Membantu menyeiesaikan
germassishan vong tidsk dagst
dissiesaikan pada tingkatan Tim Teknis
Momaostikon iorbangiurmys kemitrasn
ariar OFD lingkup pemeriniah daerah
dan masysralad sovia pomanghu
mpeaﬁﬁgan isin dibidang pendidikan
daiz sencsnsion peiskssnaan
program dan kegistan

Tim Teknis
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Kepsis Dinas Pendidikan 1. Merencanziken ,@fggaqg}‘keggm untuk
a;ﬂ“ieg’m k=dsism renis SHFD

Kepaia Kanitor Kementerian Agama 2
1 DinasPUPR L e e
5 gf‘zgii{iijw : 4, Heigkuken sogialisasi Pendidiken
2 e skisd kepads pemenchu kesenfingen
4. Dinas Tenags Keriz dan Transmigrasi . E‘?g’;'aﬁmmgwm
b E?m_asiéﬁagmﬁ;md_g Cafaton = pe SRR
= ﬁi;@ Pemberdayean Persmpuan i‘éﬁ‘“ﬁ:ﬁﬁwz *f’w‘{:@:s;f sesuzi dengan
A L s el et rencana programikegiatan,
gﬁw m‘;@;ﬁf < ?w@ 8 Mesenrorcken don melskssvkan
s mondorng dan evalussi peizieansan
5 iﬁ 2 . yamct srogram dan kegiaian
: e 7. Wisiaporkan hasi pelaksanzan
& gadajzi(epegawam Pendidikandan srogramikegiatan kepada Tim Pengarah
S, Dinss Perpusickesn den Kearsipan
10 Dmas Parhibungan
11. Bagian Kesra pada Setda Kab.
iofteng
2. Bagian Hukum pads
Sesida Kab loteng
Regidasi
Untuk menjamin agar pelaksanaan progranvkegiatan borialan secars Skl

dan berkesigniuian, ¢ aeﬁuka'i dukungan regulasi sebagal land
pelaksanaannya. Hegulzs! dimakeud zkan meniadi pedoman bagl para OFPD,
iembagaiorganisast ierkal daiam menyusun piogiamfissisian yang secars

khusus unfuk mendukung f}en’feienggaraar@ Pendidikan inkiusif yang vang

1. Persiuran Dasrsh tang Penyelenggarasn Pendidiken (Perubshen
atas Perda No 2 Tahun 2009 tentang Penvelenggaraan Pendidikan

Z PErSiuien DUpSh I 8NiaN FentioASan INHIUSH (Faiuoanan aias

Parzturan Bupati Mo 38 tshun 2013 tentang Pendidikan Khusus dan
iayanan Khusus);

3. Peraturan Bupall Teniang Pela Jalan Pendidikan inkiusif Lombok
Tengah Tahun 2618 - 2621;

4, Keputusan Bupati Tentang Kelompok Keria Pendidikan inkiusif,

LC;J’!J

Petuniuk Teknis Pelakeanaan Pendidikan inkiusH sebagsl baglan yvang
iak terpisankan dari Peraturan Bupati tentang Peta Jjaian Pendidikan

inilusif



BAB Vi
MONITORING DAN EVALUASI

Sebagaén*a?a dijelaskan bahwa twjuan penyusunan Peiz ialan pendidikan inkiusi

ini adalah sebagal acuan bagl pars pemangku k f%tsﬂgaﬂ dalam menyusun
oroniaT pengembangen Horasl dan mumerasi secars inlsgrsiivs dengan siraleg!

pemrgka&aﬁ mulu penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pengembangan

meningkalkan kugliae Herasl dan numerasi siewa kelas aws! dan secara parailel
meningkatkan kualitas lavanan Pendidikan inklusif di Kabupaten Lombok Tengah.
Dengan Peis Jalan ini diharapkan memiasiliiasi akselerasi pemeraiaan lavanan
Pendidikan inkiusif sehingga semua ABK di Kabupaten Lombok Tengah
mendapatkan skses pendidikan yang bermutu ianps terkendsls jarsk atau

hambatan lainnya.

lintiily mmamsmidrise dan ma =l =l osnmas meabrais mEASETS =
Untuk mengulsr dan menilal perkembanaan dan capaian rangksian program dan

kegialan yang fsiah disksanskan seriz signifikansi keonlribusinys ferhadap
peningkzatian kusiites layanan Pendidikan inklusH, maka skan dilakikan money
secara Derkala. Monev dimaksudkan uniuk memastikan apakah ;e%&%mﬁaan
berbagai orogram dan kegiatan peisa jalan ﬁd@é&kan inkslusif ind &%F}%?Eﬁ sesual
diperiukan uniuk meneniukan perlu tideknya penyesuaian aiay respon terhadap
kondisi yang gihadapi, seria memberi gambaran hasil dan dampak dard sstiap
kegiatan yang {elzh dilaksanakan.

Untuk maelihat dan mengukur perubanan, *'&"‘s‘?*jﬁaﬁ, gan capaian Hap kegiatan

yang feish dilakeanakan, seria konfribusinya ferhadap pencapsian fujuan peia

informasi secara komprehensf meiaiui i:ﬁei:aez‘aﬁa pendekaian/metode. a8}

nengamatan kelas, b} fes siswa dan gury, ¢} wawangcara, studi dokumen dan
kebiiskan ferkad dan 4} diskusi {erfokus dengan siakeholder kuncl

Secara garis besar aspek yang menjadi fokus monev pada tiap tahunnya sesuai
gengan prionias sasaran ulama yang dilsiapkan pads tahun beralan, Pada ighap
awa!l Tzhun 7019 skan fokus pads kegislan dan capsian vang ferkai dengan
pengembangan input, ssianiuinya pada Tahun 2020 a_kg_r; fokus pada kegiatan dan
capaian terkait dengan peningkaian mutu proses, Pada Tahun 2021 fokus pada
capaian fulvan akhir oelz ialan ini yailu fersedianye igyanan Pendidikan inkiusi

£
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literasi dan numerasi siswa kelas gwal khususnva dan siswz SD/MI secara se
Kabupaten iombok Tengah Komponen-komponen kunci sebagai indikaior
Kelercapaian sasaran pada seliap ighunnya diuraikan dalam gambar berikut

* Terbentuknys Poige sondidivas Inkhus . - i g;,;g% psa-{;sm‘asésgzs'aa sekoloh \
« Berrsanbiabags ol dokolofniaiasal Peningkatan kualitas id meningin
penyeienggars pendidican inldesd Proses __#WEF?ETE’L #ﬁ:ﬁ;tjumﬁ asi yang
yang memenih standar sarans — R e sckotat bt e e
prasarana minimal untuk AR [disahiltes)  fueslal gurt veng sengpunskas e e e
= Barambatiys jumish ABY yong ; Memailagi bafenchan & 3 Zfﬂﬂwa ASEEC o Can Mhornes)
Sersakelal hambatan belsiar sicwa raoningkat - :_,,;: 431‘:5.! f#ﬁﬁ;{gﬁﬁﬁ 4
= Tersedianys dukungan program = sismilal gurs pombimbing Khisus (S fff ¥ y ;‘f?zﬂ'; fﬁfﬁ?ﬂmr?ﬁ
pendidien ik bnia D torios i gurs yang menikl Semamen o Wﬁ%‘::ﬁﬁ sl Tf';:
WS dassRgeacs 5 domping At besambal sensiiian kaiupaten Lombok Tengsh
data pokox sekoish lemang 30/ = jusish guesHAS temati linklusy )
el b q eramnsh
Pelembagaan dan o Sisnizh mediafaiat gombelziaran o) :
; 5 " dan mamerasi yang menduiung siswa Pengembangan dan
e Heeeon ot keberlanjutan
kapasitas input R St a1l
, ekl - prakii batk perhelyizran
e da aume] vang feponsit
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Hasil monev Tahun 2021 diharapkan menghasilkan rekomendasi sirategis untuk
pengembangan Pendidikan inkiusif ke izhapan sslanjuinya.  Sirategl
penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan inkius di Kabupaten Lombok
Tengah dapat menjadi model bagi daerah iainnya di indonesia. impiementasi Peta
Jalen Pendidikan inklusf vang mengintegrasiken peningksian literasi dan
numerasi ¢ kelas awal selamsz liga tahun ke depan diharapkan memberikan
banyak pembelaiaran yang akan menjadi input strategis penyusunan standar
pelayanan minimal (SPM) nenveienggaraan Pendidikan inklusif SPM dimaksud
sangst penting untuk memastikan seberapa siap ssliap kabupaten dan sekolah
uniuk menvelenggarakan Pendidikan inkiusi,



BaB Vil
PERNUTUP

Peta Jalan Pendidikan inkiusi ini merupakan peniabaran secara ieknis dari tujuan
dan sasaran dari RPJMD Ksbupaien Lombok Tengah dan Reenirs Dinas

Sejumiah issu fentang penyelenggarasn Pendidikan inkiusif termasuk fantangan
dan hambaisn masih memeriukan penanganan yveng iebih maksimal ferulama

it £ T sameintal Minmcal alus sode Toamwrends surchiale labll
SEnsEian GPn T—'gﬁ’r Somarisish Dinsatl TR sion L oo PSSO UTRUR =hih

bersinergi dengan Dinas Pendidikan dalam mﬁ;ﬁdkarz Pendidikan Inklusif yang

merata, bermulu dan berkeadalian sesual dengan tujuan pendidikan unfuk semua

dalam SDGs. Seéefgga isu sfralegis dalam pe f@ﬁggafsgﬂ Pendidikan inkiusif

antarza lzin:

1.  Masih banyak ABK yang belum mendapaikan layanan pendidikan

2. Masih rendahnys kemampuan [erasi dan numerasi siswa kelas awal,
terutiama di sekolah penyeslenggara Pendidikan inklusif

3. Masih rendzshnya kompelensi guru, khususnys dalam hal mengdentifikasi
dan menyusun sirategl pembelaiaran bagi anak berkebudvhan khusus

4. Masih terbatasnys sarans dan prasans penyslenggaraan Pendidikan inklusif

dan terbatasnya akses anak berksbutuhan terhadap layanan Pendidikan.

5. Masih rendahnys parfisipasi masvarsksl fokoh ggamaz, iokon masyarakat,
dunia usgha, dan organisas! social masyarskaf dalam pengembangan

Pendidikan inklusif
5 Dty requiasi daerah sehaasl oavung hukum siencoarass da
. Beium a0a reguissi daerah sebagsl pavung hukum penyelenggarasn dan

pengembangan pendidikan inkiusit

Melalui berbagai strategi, seperti pengusian kebiigkan dan regulasi teniang

pendidikan inkiusl, penguatan kelembagaan, pengusian SDM

______ 84, gﬁ'!ﬁﬁi’ﬁﬁéﬁﬁgf‘

model kurikuliim dan pembelsizran, pengustan dukungan sarans dan prasarana,
dan pengusian dukungan anggaran disertsi dengan program dan kegiatan OPD
i@in diharapkan secara berishap akan ferwuiud Pendidikan s?‘ssﬁs%ﬁ' yang meraia,
bermuiy dan berkeadalian,



Strategi lain yang akan dilakukan adalah dengan membentuk Kelompok Kerja
Pendidikan Inklusif Kabupaten Lombok Tengah dan penyusunan regulasi sebagai

landasan dan payung hukum pelaksanaan percepatan pengembangan Pendidikan
Inklusif di Lombok Tengah.




